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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR :  5                                       2016                                     SERI :  E                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA BEKASI, 

 
Menimbang  : a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 

bahwa dalam rangka Optimalisasi Pemberian Insentif 
Penguatan Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu 
dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, 
maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02.A Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Penguatan 
Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu pada 
Penyuluhan Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat melalui Kader Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga dipandang perlu untuk 
diubah;  
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka Perubahan dimaksud perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 05 TAHUN 2016 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02.A  
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENGUATAN 

KAPASITAS KADER POS PELAYANAN TERPADU PADA PENYULUHAN 
PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MELALUI KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 
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   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  Nomor  
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang  Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor          
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

    
 3. 

   
 
 4. 
 

 
 

 
 

5. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

   6. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Investasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4698); 
 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  8. 
 
 
 
 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial 
Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; 
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 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);  
 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 
Seri E); 

  11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan 
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D); 

  

   
12. 

 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 
Seri  D) sebagaimana telah beberapa kali diubah    
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 
Seri D). 

   
Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 
52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2013 Nomor 54 Seri E); 
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  2. 
 
 
 

Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 51 Seri E); 

  3. Berita Acara Nomor 445.8/ 105 –Kapermas tanggal 28 
Desember 2015 tentang Penyusunan Draft Peraturan 
Walikota Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Insentif 
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu pada 
Penyuluhan Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat melalui Kader PKK Tahun Anggaran 2016.  

 
 

                             M E M U T U S K A N : 
 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 02.A TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN INSENTIF PENGUATAN KAPASITAS 
KADER POS PELAYANAN TERPADU PADA 
PENYULUHAN PELAYANAN KESEHATAN DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KADER 
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA. 

   

BAB I 
 

Ketentuan Pasal I dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02.A Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Penguatan Kapasitas Kader Pos 
Pelayanan Terpadu pada Penyuluhan Pelayanan Terpadu pada Penyuluhan 
Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 02.A Seri E) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
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3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja 
sesuai dengan kebutuhan Daerah. 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kota. 

7. Camat adalah Kepala Kecamatan. 

8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di bawah Kecamatan. 

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di bawah Camat. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi. 

12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap 
terhadap Tuhan Yang Masa Esa, untuk berperan serta dalam 
pembangunan dalam rangka mecapai tujuan nasional dalam wadah 
Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan 
tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, 
kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 

14. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia. 

15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK 
adalah sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah 
dan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mewujudkan 
kesejahteraan keluarga. 
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16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat Posyandu 
adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 
yang dikelola dan didiselenggaran dari, oleh untuk dan bersama 
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk 
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.  

17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya 
dapat disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi 
kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, 
pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi 
terlaksananya program PKK. 

18. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga 
kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang 
berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok 
organisasi tersebut. 

19. Kader Posyandu adalah seorang yang karena kecakapannya atau 
kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran 
dalam kegiatan dan pembinaan Posyandu, dan telah mendapat pelatihan 
tentang KB dan Kesehatan yang dilegalisasikan (Keputusan Lurah) 
ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat, 
sepuluh (10) orang kader dari masing-masing Posyandu. 

20. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan da Pelayanan 
Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok 
kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan 
penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di 
Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 

21. Kegiatan Integrasi Pelayanan Sosial Dasar di Posyandu, meliputi:  
a. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 

Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), yang merupakan 
kegiatan untuk meningkatkan pendidikan, pemantauan 
perkembangan dan pembentukan sikap yang positif dan produktif 
pada setiap siklus kehidupan manusia; 

b. peningkatan ekonomi keluarga, pemberdayaan fakir miskin, komunitas 
adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

c. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; 
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d. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 

e. layanan KB: berupa suntik, pil dan kondom; 

f. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, meliputi: 
immunisasi, lingkungan bersih dan sehat, penanggulangan HIV-Aids, 
malaria, TB dan DBD; 

g. perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi: penyuluhan dan 
kunjungan rumah; 

h. penyuluhan dan konseling yang berkenaan dengan: HIV/Aids, 
perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga. 

22. Pos Keluarga Berencana selanjutnya disebut dengan Pos KB adalah 
wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional di tingkat 
kelurahan.   

23. Kader Pos KB adalah seorang yang karena kecakapannya atau 
kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran 
dan mendapat pelatihan tentang KB dan Kesehatan yang dilegalisasikan 
(Keputusan Lurah) ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta 
diketahui oleh Camat. 

24. Tim Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Tim Pokja adalah Tim 
Penunjang Kinerja Kader Posyandu dan Kader PKK Tingkat Kota Bekasi.  

25. Tim kelompok kerja Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokja 
Kecamatan adalah Tim Penunjang Kinerja Kader Posyandu dan Kader 
PKK Tingkat Kecamatan.  

26. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintah dan kemasyarakat yang ditetapkan oleh Camat.  

27. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 

28. Pendamping Kader Posyandu selanjutnya disingkat PKP adalah relawan 
yang mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.  

29. Sarana Pelaporan Kegiatan PKK terdiri dari laporan pengurus PKK 
tingkat kecamatan dan kelurahan berupa laporan perkembangan 
kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan. 

30. Sarana Pelaporan Posyandu terdiri dari laporan Sistem Informasi 
Posyandu (SIP) bulanan. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 5 Januari 2016 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 

           Ttd/Cap 
 

 RAHMAT EFFENDI 
 
Diundangkan di  
pada tanggal 5 Januari 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
                    
                    Ttd/Cap 
 
         RAYENDRA SUKARMADJI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016   NOMOR  5   SERI E  

 


